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Dilihat dari sisi perpajakan, salah satu alternatif yang efisien bagi perusahaan multinasional dalam rangka
memper|uas pangsa pasar dan memasuki pasar global adalah melalui skema keagenan karena perusahaan
multinasional tidak perlu mendirikan suatu kantor atau pabrik sebagai tempat tetap kegiatan usahanya dan
mel aporkan peredaran usahanya di negara sumber penghasilan. Perusahaan multinasional sebagai Wajib
Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk
mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang
bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagal pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan
dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penelitian ini membahas tentang kebijakan identifikass BUT Keagenan di Indonesia untuk mengetahui dasar
pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan agen perlu dijadikan BUT dan menganalisis permasal ahan-
permasal ahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan identifikasi
keberadaan BUT Keagenan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian menyarankan perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan tentang formulasi kebijakan
identifikas BUT Keagenan sebagai pedoman bagi fiskus dan Wajib Pajak dalam mengidentifikas
keberadaan BUT Keagenan yang dapat memberikan panduan dalam menentukan apakah suatu transaksi
keagenan merupakan agen yang independen atau dependen terhadap prinsipalnya di luar negeri,
Kementerian Perdagangan dapat membuat peraturan untuk melindungi kepentingan domestik yang
mengatur bahwa kontrak jual-beli dalam transaksi keagenan harus ditandatangani oleh agen dan dilakukan
di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan
untuk memperoleh data keberadaan dan kegiatan usaha dari transaksi keagenan, dan mengadakan pelatihan,
inhouse training, diskusi dan bedah kasus tentang.
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In terms of taxation, one of efficient alternatives for multinational companiesin order to expand market
share and enter into the global markets is through the agency scheme for multinational companies which do
not need to establish an office or factory as a permanent premise of its business activities and report its
businessin the host countries. Multinational companies as Foreign Taxpayers may designate a private entity
or person in the host country as a media source to represent interests in running its operation. Appointment
of entities or individuals acting on behalf of Foreign Taxpayers as a substitute of afixed place of businessis
far easier to be practiced and can be made "not exist”, so it does not raise the issue of a Permanent
Establishment.

This study discusses the policy of Agency Permanent Establishment identification in Indonesia to find out
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the rationale reason behind the policy to make agent as a Permanent Establishment and analyze the problems
faced by the Directorate General of Taxes in an attempt to optimize the identification of Agency Permanent
Establishment existence in Indonesia. This study is a qualitative research with descriptive design.

Results of the research suggest the necessity to formulate implementing regulation as a guideline for fiscus
and Taxpayersin identifying the existence of Agency Permanent Establishment that can provide guidance in
determining whether an agency transaction is an independent or dependent to its overseas principal, the
Ministry of Trade may issue regulations to protect domestic interests that govern the salespurcase contract in
the agency transactions must be signed by the agent and conducted in Indonesia, the Directorate Gederal of
Taxes should cooperate with the Ministry of Trade to obtain data on the exsistence and business activities of
an agency transaction, and perform training, discussion and case study on Agency Permanent Establishment.



